
 
 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Perindungan hukum terhadap konsumen perlu diterapkan karena 

posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, oleh 

karena itu konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk 

beras tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku 

usaha yang mengedarkan produk beras dengan meminta 

perlindungan hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) dengan memilih salah satu cara yaitu mediasi, 

arbitrase, atau konsiliasi sampai dengan putusan BPSK 

dikeluarkan, dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan 

oleh UUPK terhadap hak-hak konsumen secara keseluruhan 

terpenuhi. Hal ini didasarkan pula kepada prinsip kehati-hatian yang 

melekat pada masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya 

pelanggaran. 

2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap 

konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 19 UUPK dapat 

berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang 

sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 

dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peraturan 

yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 

hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi tidak 



 
 

  

menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut. 

B. Saran  

1. Konsumen sebaiknya lebih bijak dan teliti dalam membeli suatu 

produk pangan, kemudian konsumen diharapkan dapat bersikap 

lebih kritis  dalam bertindak dan berusaha memperoleh hak-hak 

serta kepentingannya dengan tidak takut dan ragu untuk 

melaporkannya sekecil apapun pelanggaran hak dan kewajiban 

yang dilakukan pelaku usaha. 

2. Pelaku usaha harusnya lebih memperhatikan kembali apa yang 

menjadi kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 UUPK tidak hanya mementingkan keuntungan semata, 

tatapi juga memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen 

sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan menjadi 

tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 19 UUPK. 
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